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JlJRUSAN KEPIDANAAN 

Berbicara tentang korupsi sebenamya bukanlah masalah baru d i Indonesia, 

karena telah ada scjak tnhun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa 

korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistcm dan mcoyatu 

dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pcoanggulangan korupsi di era 

tersebut maupun dengan mcnggunakan perangkat perundang-undangan yang ada 

masih banyak menemui kcgagalan. 

Terjadinya korupsi disebabkao oleh beberapa faktor, yaitu (I} sistem 

pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan 

penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dao 

belum adanya perangkat peratutan dan perundaog-pcrundaogan yang tegas. Faktor 

lainnya menurut Fadjar (2002) adalah tindak lanjut dari setiap penemuan 
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pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan "greget" oleh pimpinan 

instansi. 

Selain masalah kelembagaan yang mengatur mengenai pemberantasan 

korupsi, masalah pengaturan korupsi dalam peraruran perundang-undangan pun 

perlu mendapatlam perhatian yang besar. 

Korupsi yang terjadi dewasa ini telah terakumulasi sedemikian rupa 

bingga menimmbulkan suatu pandangan bahwa korupsi adalah suaru budaya. 

Orang yang bericorupsi tidak perlu merasa malu ataupun takut akan sanksi dari 

peraturan-peraturan yang telah ada. Membudayanya korupsi dalam kehidupan 

bemegara tidak memungkinkan pemberantasan terhadap hal tersebut dilakukan 

sekali waktu selesai. 
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